
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SELI\TAN

TENTANG

PENRTAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

Mengingat

bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 terfiang Susunan dan Perangkat
Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening

Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara'

1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 20lO Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 61);

18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 89 Tahun 2016
tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Ke{a
Perangkat Daerah Dan Sekolah Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
Nomor 89);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2Ol7
tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pongtiku
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol7
Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG
PENE"TAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA
PENEzuMAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Menetapkan

-)

Pasal I



Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tora-ia Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

9. Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

I 1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkal uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah.

BAB II
PENETAPAN NOMOR REKENING

Pasal 2

Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penenmaan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan
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merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah Rekening tempat menyetor
pendapatan daerah sebelum memindahbukukan dana ke
Rekening Penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penerimaan pada Dinas
dimaksud dalam Pasal 2,
pelayanan non kapitasi.

Kesehatan
berupa jasa

sebagaimana
sarana dan

C BAI} III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mtrlai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Rantepao

C 4
UTARA,

MBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tangga-l

s'lJE
ti.r
(L

S DAERAH
TORA"IA UTARA,

(

+

RAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.
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I.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR 1? TAHUN 2018 TANGGAL 2i i'A-In' ?o1i

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA

NOMOR REKENING BENDAI{AI?A PENERIMAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TORA.IA UTARA

A UTARA,

C

C

.."a,4. *\

NAN

NO NAMA BANK
NOMOR

REKENING
KETERANGAN

I Rekening
Bendahara
Penerirnaan Pada
Dinas Kesehatan

BNI 02189453a9
PELAYANAN NON

KAPITASI

I


